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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

sudah lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat

hukum adat Dayak Kanayatn di Desa Sahapm. Hal tersebut di lihat dari :

a. Standart Operating Procedure (SOP) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Landak yang mengatur mengenai proses-proses penerbitan izin

pembebasan lahan. Pemerintah daerah meletakkan keputusan dari

masyarakat hukum adat sebagai tolak ukur diterbitkan atau tidaknya ijin

pembebasan lahan.

b. Standart Operating Procedure (SOP) tersebut berlaku bagi seluruh pihak

yang ingin memanfaatkan kawasan hukum adat milik masyarakat hukum

adat, baik dari pihak investor maupun dari pihak pemerintah daerah.

c. Terdapat sanksi-sanksi yaitu sanksi ringan dan sanksi berat bagi pelaku

pelanggaran tatanan hukum adat dalam hal pemanfaatan hutan adat.

B. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Landak disarankan untuk melakukan

penelitan mengenai penentuan masih adanya hak ulayat sesuai dengan Pasal 5

PMNA/KBPN dengan melibatkan para pakar hukum adat, masyarakat hukum

adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat

dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam terkait guna
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memperjelas wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah

Daerah juga disarankan untuk membuat Peraturan Daerah mengenai Hutan

Adat, Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat untuk memberikan jaminan

perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat

khususnya dalam hal menguasai dan memanfaatkan hutan adat. Pemerintah

Daerah juga disarankan memberi perlindungan kepada masyarakat hukum

adat agar kehidupan mereka tetap sama seperti masih adanya hutan adat

walaupun hutan adat sudah diambil alih dan dimanfaatkan oleh pihak

investor.
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